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• Perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat : 
akibat bencana geologi 

•  Kejadian bahaya geologi di Indonesia tinggi : 
terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik

• Penduduk menempati Kawasan rawan bencana 
geologi : daya tarik wilayah dan mengabaikan 
faktor bencana

• Contoh dampak  gempa dan tsunami Palu 2018 :  
2.073 meninggal, 10.679 luka berat, 18.48 T 
kerugian harta benda dan 2,89 T kerugian ekonomi

• Penanggulangan bencana : dahulu bersifat kuratif, 
paradigma saat  ini mitigasi. 

• Fokus mitigasi : pengurangan tingkat ancaman, 
intensitas dan frekuensi bencana

• Tata ruang  salah satu alat mitigasi yang efektif
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PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA DAN PANAS 
BUMI

• Evaluasi 
Kawasan Cagar 
Alam Geologi 
Sabang, Aceh

• Evaluasi 
Kawasan 
Bentang Alam 
Karst Meratus-
Kotabaru, Kalsel

• Evaluasi 
Kawasan 
Bentang Alam 
Karst Biak 
Numfor, Papua

• Evaluasi 
Kawasan 
Resapan Malang, 
Jawa Timur

Rp. 0,85 M

• Evaluasi Kawasan 
Cagar Alam 
Geologi Kab. 
Lebong, Bengkulu

• Evaluasi Kawasan 
Cagar Alam 
Geologi Nias, 
Sumatera Utara

• Evaluasi Kawasan 
Bentang Alam 
Karst Aceh Besar, 
Aceh

• Evaluasi Kawasan 
Resapan 
Minahasa, 
Sulawesi Utara

• Evaluasi Kawasan 
Cagar Alam Geologi 
Kab. Sintang, 
Kalimantan Barat

• Evaluasi Kawasan 
Cagar Alam Geologi 
Toraja, Sulawesi 
Selatan

• Evaluasi Kawasan 
Bentang Alam Karst 
Banyuwangi, Jawa 
Timur

• Evaluasi Kawasan 
Resapan Pagar 
Alam, Sumatera 
Selatan

• Evaluasi 
Kawasan Cagar 
Alam Geologi 
Sentani, Papua

• Evaluasi 
Kawasan Cagar 
Alam Geologi 
Merauke, Papua

• Evaluasi 
Kawasan 
Bentang Alam 
Karst Raja 
Ampat, Papua 
Barat

• Evaluasi 
Kawasan 
Resapan Ambon, 
Maluku

• Evaluasi 
Kawasan Cagar 
Alam Geologi 
Kab. Sabu 
Raijua, NTT

• Evaluasi 
Kawasan 
Bentang Alam 
Karst (KBAK) 
Padang Panjang, 
Sumatera Barat

• Evaluasi KBAK 
Trenggalek-
Tulungagung

• Evaluasi KBAK 
Maros Pangkep

Rp. 1,5 M Rp. 2 M Rp. 2,5 M Rp. 3 M

ROAD MAP PELAYANAN GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK 
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI



ROAD MAP Penyediaan Data dan Informasi Geologi Lingkungan untuk 
Pengelolaan Lingkungan dan Penataan Ruang



Tata Ruang dalam Siklus Mitigasi Bencana
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v Fungsi tata ruang: mengarahkan 
pengembangan  wilayah dan perkotaan

v Tata ruang pada siklus bencana:  berada 
antara pasca dan pra bencana. 

v Tata ruang yang kurang baik merupakan 
awal bencana

v Tata ruang berbasis mitigasi  bencana:
• Mengarahkan pembangunan yang 

tepat 
• Mengurangi korban jiwa/ harta benda 

bila terjadi bencana



LANDASAN HUKUM
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Undang – Undang : 
a. No 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Pasal 35 : 

penegakan tata ruang
b. No 26/2007 ttg Penataan Ruang, Menimbang poin e : 

penataan ruang berbasis mitigasi
c. No 23/2014 ttg Pemerintah Daerah,  Lampiran CC. sub 

urusan geologi: pemerintah menetapkan Kawasan rawan 
bencana geologi 

Landasan 
hukum yang 
ada secara 
eksplisit 
menyebutkan 
Kawasan rawan 
bencana 
(geologi) perlu 
dipertimbangka
n namun belum 
jelas 
bagaimana cara 
melaksanakann
ya 

Peraturan Pemerintah :
PP 13/2017 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri :
a. Permen ESDM No. 15/2011 ttg Pedoman Mitigasi Bencana 

Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa bumi dan Tsunami.
b. Permen ESDM No. 11/2016 ttg Penetapan Kawasan Rawan Bencana 

Geologi
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PENERAPAN PENATAAN RUANG 
BERBASIS GEOLOGI

a. Proses Penyusunan Tata Ruang dan Kebutuhan Data
b. Peranan Perencana, Pemerintah dan Ahli Geologi
c. Kasus : 
ü Penyusunan Tata Ruang pada saat Pra Bencana (Walini) 
ü Penyusunan Tata Ruang pada saat Pasca Bencana (Palu)

d. Kendala Implementasi.
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ü ANALISIS KEGIATAN MASYARAKAT: 
      PENGGUNAAN LAHAN
     
ü MENGGUNAKAN DATA BAHAYA dan KEBENCANAAN  

ü ANALISIS KONDISI FISIK

ü MENDEFINISIKAN KONFLIK TATA RUANG
ü MENYUSUN SKENARIO PADA KRBG:

- Sudah berkembang diprioritaskan untuk tindakan 
mitigasi 

- B e l u m  b e r k e m b a n g  U n t u k  k a w a s a n 
lindung/konservasi

- Sudah  berkembang, dan atau akan dikembangkan 
perlu dukungan kajian rinci  

Pedoman PU (16/PRT/2009) tentang 
proses penyusunan tata ruang 

• Walidata data KSP (Perpres 9/2016)
• Skala
• Status data/informasi : SNI, Pedoman, Prosedur (KepMen, 

PerMen)
• Cara menggunakan dan memanfaatkan  data/informasi
• Solusi apabila data tidak tersedia dan opsi pendekatan teknis
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PEMERINTAH

AHLI 
GEOLOGIPERENCANA

PERAN PEMERINTAH, PERENCANA, DAN AHLI GEOLOGI 
DALAM PENATAAN RUANG

a. Analisis dan evaluasi  ruang
b. Menyusun alternatif dan 

skenario pemanfaatan ruang 
(kegiatan)

a. Mengevaluasi alternatif dan 
skenario

b. Mengambil keputusan pemanfaatan 
ruang :
•  Kawasan lindung
•  Kawasan budidaya
•  Menentukan lokasi prioritas 

mitigasi bencana

memberikan informasi :
a. Bahaya geologi dan 

sumberdaya geologi 
b. Rekomendasi untuk Arahan 

Peraturan Zonasi
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Isu Kawasan  Walini Cekungan Bandung direncanakan : 
1. Stasiun  kereta cepat Jakarta Bandung 
2. Wilayah perkotaan
3. KRBG

a. Analisis geologi lingkungan regional 
b. Menentukan ancaman utama bahaya 

geologi 
c. Groundcheck bersama (ATR, BG, Setkab) 

untuk memastikan daerah aman untuk 
kawasan bududaya.

…..    Kasus Pra Bencana ….. 
(Walini: Rekomendasi Geologi untuk tata ruang pada wilayah belum terbangun)

a. Pemetaan mikrozonasi, geologi Teknik 
dan pemberian rekomendasi

b. Kesepakatan  Rencana Detil Tata 
Ruang antara BG, ATR, Setkab, 
Pemprop Jabar.

Penyiapan RPerpres RTR 
Perkotaan Cekungan 
Bandung,  skala 1:50.000

Penyiapan Rencana Detil 
Tata Ruang Perkotaan 
Walini skala 1:25.000

Proses 
Perencanaan

Tingkatan Tata 
Ruang

Pendetilan 
pada lokasi tertentu

Kajian Geologi
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Kemiringan 
Lereng

Rawan 
Gerakan Tanah

Rawan 
Tsunami

Resapan Air

Rawan 
Bencana 

Gunungapi

Daerah Banjir Hutan Lindung

Lahan Basah

Kerapatan 
Sungai

Daya Dukung 
Pondasi

Kesesuaian 
Lahan

Rawan 
Bencana 

Gempa Bumi

Ketersediaan 
Air Tanah

DIAGRAM ANALISIS PETA GEOLOGI LINGKUNGAN 
UNTUK KESESUAIAN LAHAN DI PERKOTAAN CEKUNGAN 

BANDUNG
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Dari hasil analisis geologi 
lingkungan,  Walini masuk  kategori 
kesesuaian lahan sedang, karena:
1.  KRB Gempa Bumi Tinggi.
2. Kerentanan Gertan Sedang-tinggi.
3. Diluar KRB Gunung Api.
4. Zona Potensi Air Tanah Kecil-

Langka.
5. Daya dukung tanah sedang-tinggi.

Perlu analisis 
geologi lingkungan rinci

PETA GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK 
KESESUAIAN LAHAN 

DI PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG
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B : Peruntukan  pemukiman, 
pemerintahan, industri, 
perguruan tinggi, perdagangan, 
perkantoran, 

B1 : Kepadatan tinggi
B2 : Kepadatan sedang

ANALISIS GEOLOGI LINGKUNGAN 
RINCI
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KESEPAKATAN

Microzonasi
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PETA GEOLOGI TEKNIK WALINI DAN 
SEKITARNYA

PETA MIKROZONASI WALINI DAN 
SEKITARNYA

PRODUK AKHIR

B2

B1
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Kajian  pada wilayah terdampak : 
ü Likuifaksi
ü Gerakan tanah
ü Tsunami
ü Patahan

a. Melakukan pematokan pada area terdampak 
(BG, Polri, BNPB)

b. Groundcheck bersama antara BG, ATR dan JICA 
untuk kesepakatan batas daerah bahaya pada 
peta Zona Ruang Rawan Bencana pada 
skala1:5.000

……. Kasus Paska Bencana ……. (wilayah sudah terbangun)

a. Pemetaan surface rupture, likuifaksi, gerakan 
tanah, tsunami, mikrozonasi

b. Penyusunan peta multihazard
c. Penyusunan peta GTL dan pemberian 

rekomendasi
d. Mengevaluasi lokasi relokasi (huntap dan 

huntara)
e. Menyepakati Peta Zona Ruang Rawan Bencana 

antara BG, ATR, PUPR, BMKG, BNPB, 
Bappenas di depan Wapres

Untuk Revisi RTRW Kota 
Palu skala 1:50.000 dan 
evaluasi wilayah relokasi

Untuk Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 
Detil  skala 1:5.000 

Proses 
PerencanaanTingkatan Tata 

Ruang
Kajian Geologi

Isu Palu, dsk. Pasca Bencana 
2018: 
a.Revisi RTRW Kota Palu, 

dsk.
b. mengevaluasi wilayah relokasi

Pendetilan 
pada lokasi tertentu
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KOTA PALU DAN SEKITARNYA
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Survei Palu, dsk
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Paparan Hasil Survei Palu di depan Wapres JK

Pemasangan tanda sesar
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Kendala dalam pelaksanaan penataan ruang berbasis mitigasi :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  disusun secara 

berjenjang dengan skala yang berbeda.   Data bencana geologi 
pada skala 1:50.000 dan  1:25.000,  untuk kebutuhan RTRW 
Kabupaten/Kota dan Kecamatan belum tersedia pada seluruh 
wilayah.

2. Kurangnya tenaga geologist yang memahami konsep aplikasi 
ilmu  geologi untuk pengelolaan lingkungan dan penataan ruang. 

3. Regulasi :
a. Berdasarkan UU 23/2014, penyiapan data/informasi bahaya 

geologi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga 
daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan. 

b. Likuifaksi dan landsubsidence belum menjadi bahaya geologi 
yang harus dipertimbangkan dalam RTRW.
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Rekonstruksi Rekaman Jejak Penurunan 
Tanah  Pada Alat Pemantauan Wilayah 

Tongkol - Jakarta Utara

Grafik Rekaman Muka Tanah Tahun 1990 -
2016 Wilayah Tongkol - Jakarta Utara

Penurunan tanah di Pluit-Jakarta Utara, 
serta upaya penanggulangan dengan 
membuat Giant Sea Wall disepanjang 

pantai
ROB sudah menggenangi Pasar ikan, 

Jakarta Utara
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Penurunan Tanah Di Semarang, 

Masjid Sayung, yang sebelumnya 
merupakan daerah daratan

Banjir Rob di Demak yg meluas ke 
daratan

Upaya mitigasi yang dilakukan penduduk, 
Pekalongan  dengan meninggikan 
permukaan tanah
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PETA LIKUIFAKSI INDONESIA 2019

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-atlas-zona-likuefaksi-indonesia.pdf
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PENUTUP

1. Data dan informasi bencana geologi dianggap penting pada saat 
bencana terjadi, namun setelah bencana berlalu, data dan informasi 
ini dilupakan bahkan dianggap tidak penting

2. Untuk mengatasi kendala implementasi :
a. Peranan perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan 

jumlah ahli geologi yang memahami karakteristik bahaya geologi 
(seperti ahli seismic, geologi teknik, vulkanologist, geophysic, 
struktur, stratigrafi, hydrogeologi).

b. Organisasi profesi agar turut mendorong serta memberikan 
masukan kepada pemerintah untuk segera merevisi beberapa 
regulasi yang terkait dengan mitigasi bahaya geologi.




